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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma

harus ditaati olehdan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang 

setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin 

ketertiban hukum dalam masyarakat, maka hubungan hukum yang ada dititik

beratkan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud ialah

individu dengan masyarakat, sehinggamengatur hubungan antara 

peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak semata-mata tergantung kepada

kehendak individu atau pihak yang dirugikan.

Dalam perkembangan sekarang ini hukum pidana menitik

beratkan kepada kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Hubungan

hukum yang ditimbulkan dengan suatu kejadian dan menimbulkan pula

dijatuhkannya pidana, maka disini yang ada bukanlah hubungan hukum

antara yang bersalah dengan yang telah dirugikan, melainkan hubungan

yang bersifat sub ordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah yang

memang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, dengan

1
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pidana yang berhubungan hukum berdasarkan atas 

kepentingan masyarakat mempunyai sifat hukum publik1.

demikian hukum

Hukum pidana senantiasa memperhatikan kepentingan umum, inisiatif 

pelaksanaan hukum publik ini diserahkan kepada negara, artinya hukum 

publik di pertahankan oleh negara atau pemerintah maupun yang 

mewakilinya. Khusus pelaksanaan hukum pidana, dilakukan oleh aparat 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai wakil negara. Hukum pidana 

merupakan bagian dari hukum publik. Pada dasarnya kebebasan berpikir, 

berekspresi, dan berbicara termasuk kebebasan pers tidaklah sebagai 

diartikan kebebasan untuk menghina2. Hal ini akan mempunyai signifikasi 

lebih kuat ketika dihubungkan dengan etika dan moral politik. Kebebasan 

berekspresi dan berbicara sebagai salah satu bagian HAM yang diatur 

pada ketentuan lainnya. Norma hukum tertinggi negeri ini menjaminnya 

dalam arti negara mempunyai kewajiban memajukan menegakkan dan 

memenuhi hak azazi tersebut. Tetapi tidakkah setiap orang juga berhak 

atas perlindungan kehormatan dan martabat. Karena itu perlu dicari 

keseimbangan antara masing-masing hak tersebut terutama ketika terjadi 

pembenturan dan ketegangan-ketegangan disinilah diperlukan pengaturan 

penegakkan hukum yang seimbang, adil, dan bermanfaat. Ketentuan-

R. Sosilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap pasal demi- 
pasal, Poitea, Bogor, 1984, h. 68

2 Riau Pos dotCom - Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Presiden RI di PN Jakarta
Pwsa/.htm
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terdapat dalam bab XVI, Buku II KUHP masih relevan

harfiah diartikan sebagai sebuah

ketentuan yang

dengan penyesuaian tertentu secara 

tindakan nama baik dan kehormatan seseorang.

Perkembangan awal pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada 

rumusan ‘‘twelve tables” di era Romawi kuno, akan tetapi ketentuan ini 

seringkah dugunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan 

hukum an-hukuman yang sangat kejam hingga pada era kekaisaran 

Agustinus (63 SM) peradilan kasus defamation (lebih sering disebut libelli

signifikan. Secara

diwariskan pada beberapa sistem hukum dinegara lain, termasuk Inggris

turun-temurunfamosi) terus meningkat secara

dalam lingkungan common law, dan Perancis sebagai salah satu negara 

penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (civil law). Di Indonesia 

KUHP dominan merupakan duplikasi Wetboek van Strafrecht voor 

Nedherland Indie yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda

(W.F.S). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itupun

merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan Code

Penal-Prancis ang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum romawi. Secara

bsederhana, dapat dikatakan sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang

penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan 

historis awal tentang libelli famosi dimasa romawi kuno. Argumentasi 

diataslah yang digunakan kalangan yang memperjuangkan kebebasan 

berekspresi bahwa, pasal-pasal KUHP tentang penghinaan merupakan
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bersifat kolonial dan harusanti demokrasi, yangketentuan yang

disingkirkan. Karena ia lahir atas dasar sebuah kebutuhan otoriatrianisme 

untuk mengukuhkan kekuasaan absolut .

Fakta yang teijadi selama ini terhadap tindak pidana pencemaran 

nama baik adalah penghinaan terhadap orang biasanya umumnya tidak 

dapat dituntut, bila tidak ada pengaduan dari orang yang dihina (delik 

aduan), akan tetapi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden

harus dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan dari yang dihina.

semua alat negara yang wajib menuntutnya.

Contoh kasus pencemaran nama baik yang pernah teijadi di 

indonesia4 adalah:

1. Persiden SBY lawan Zaenal ma’arif.

2. Tomy Winata lawan Majalah Tempo.

3. Akbar Tandjung lawan Rakyat Merdeka.

4. Maulani lawan Sriwijaya Post.

5. Wiranto dkk. Lawan Jawa Pos.

Cara penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada

umumnya dengan cara menggunakan Pasal 310 KUHP.

3 R. Sosilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap pasal demi- 
pasal, Poitea, Bogor, 1984, h. 121-122

4 Dr- Tjipta Lesmana, Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan 
Amerika, Rika Press, Jakarta, 2005,h. 39-92

I
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kehormatan atau nama baik(1) Barang siapa sengaja menyerang

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnyaseseorang

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 

disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka 

diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara 

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 

perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena

terpaksa untuk membela diri.

Dalam beberapa hal mereka benar tetapi sulit di bantah bahwa

bab tentang penghinaan sebagian dari KUHP merupakan hukum positif

yang sah beriku hingga hari ini , dan semangat negara hukum bukanlah

semangat untuk mengikuti selera subjektif terhadap ketentuan-ketentuan

yang dipandang tidak esuai dengan kepentingan masing-masing. Dititik 

ini tawaran untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang “hidup yang
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agaknya pentingberkembang” bersama kebutuhan masyarakat

dipertimbangan.

Dengan bertitik tolak pada uraian diatas penulis tertarik untuk

menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: PENYELESAIAN

PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.

B. Permasalahan

Suatu permasalahan akan timbul apabila kenyataan hukum tidak 

selaras dengan hukum positif5. Hal ini penulis kaitkan dengan

penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik, dilain pihak 

bahwa fungsi dari hukum pidana adalah sebagai sarana penanggulangan 

kejahatan dan sebagai sarana tentang kontrol sosial dalam masyarakat. 

Adapun yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama

baik?

2. Adakah faktor-faktor penghambat tindak pidana 

baik ?

pencemaran nama

rJ-SSSMmPLur°‘ahan Hukum dalam ™"?*°pem6ang"nan Ind~
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C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat diharapkan memberi masukan yang berguna bagi

wawasan dibidang hukum khususnya terhadap perkara tindak pidana

pencemaran nama baik .

2. Secara praktis hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi

baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum khususnya

terhadap penyelesaian perkara pencemaran nama baik.

D. Ruang Lingkup

Untuk memperoleh uraian yang jelas dalam penyusunan skripsi 

ini, penulis membatasi pada uraian kedua permasalahan di atas, pembatasan 

dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari kedua permasalahan serta 

keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis.

E. Metode penelitian

Sejalan dengan tujuan permasalahan, yakni menelusuri prinsip 

hukum pidana yang pada asasnya senantiasa memperhatikan kepentingan 

umum, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik yang karena 

sifatnya langsung dapat melenyapkan syarat dari pada 

tuntutan hukum, serta pengaruhnya terhadap masyarakat6. Maka dalam

secara suatu

rayJn^ZTJlT,%7^ralah,m
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penyusunan skripsi ini penelitian merupakan hukum normatif yang 

bersifat penjelajahan (eksploratoris), sehingga tindak 

hipotesa.

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan 

yang meliputi:

• Bahan hukum primer, yakni dengan cara mengkaji ketentuan 

perundang-undangan, terutama mengenai pasal-pasal yang ada 

relevansinya dengan pokok pembahasan.

• Bahan hukum sekunder, yakni mempelajari teori-teori baik yang

memerlukan

berupa asas-asas pokok, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin bahkan

pandangan dan pendapat para ahli hukum, yang bahan-bahannya

diperoleh dari karya-karya ilmiah, artikel surat kabar dan majalah 

yang ada kaitannya dengan permasalahan skripsi.

• Bahan hukum tersier, yakni mempelajari kamus dan ensiklopedi.

Tehnik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan analisis isi 

terhadap data yang di peroleh dengan metode deduksi, yakni metode 

yang berdasarkan proses pemahaman terhadap asas yang bersifat umum 

dan dipergunakan untuk dapat menerangkan peristiwa-peristiwa khusus 

terhadap fakta-fakta yang kongkrit, selanjutnya dikontruksikan kedaiam 

suatu kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi

lm.
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